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NOMOR  8  TAHUN  2012 

 
TENTANG 

 
PERIZINAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN BANDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa perdagangan merupakan salah 

satu sumber perekenomian masyarakat 
yang perlu dilindungi dan dibina secara 
profesional oleh pemerintah daerah, 
dalam rangka menciptakan iklim 
perdagangan yang kondusif; 

    
  b. bahwa perizinan dilingkungan dinas 

perdagangan dan pengelolaan pasar 
sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Perizinan di Lingkungan Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan kebutuhan 
masyarakat dan kondusivitas 
perdagangan; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dan huruf b perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perizinan Perdagangan 
di Kabupaten Bandung; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
Dan Kabupaten Subang Dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 
Tentang Pergudangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 
31) Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2759); 
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  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 
tentang Wajib Daftar Perusahaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3214); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 
tentang Kamar Dagang dan Industri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3346); 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepostisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

  11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4756); 

  12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan 
Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

  13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 
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  14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

  15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar 
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang 
Usaha Yang Terbuka Dengan 
Persyaratan Di Bidang Penanaman 
Modal; 

  18. Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 
Penyelenggaraan Penanaman Modal 
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing 
Dan Penanaman Modal Dalam Negeri 
Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 


